
 
 

 
 

 

 
WALI KOTA TANJUNGPINANG 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN  WALI KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR 65 TAHUN  2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

  TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN  YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA TANJUNGPINANG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 

Daerah Kota Tanjungpinang Nomor   Tahun 2023 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang  

Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 



Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2022  

tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang     Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan  Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia     Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 



Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 5340);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006      

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia    Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        



Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 6523); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan  Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Pemerintah Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia    Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara          

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6881); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pangadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12   Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 

2021 Nomor 63); 

 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80         

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018          

Nomor 157); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016          

Nomor 547); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia        

Tahun 2017 Nomor 1067);  



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia          

Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1777); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020          

Nomor 1781); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 590); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 

tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun 

Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510); 

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 

tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana 

Bagi Hasil Pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 714); 

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit 



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023        Nomor 

715); 

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 

tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun 

Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 758); 

38. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 

tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun 

Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota); 

39. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022         Nomor 59); 

40. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 62); 

41. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 434); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH TAHUN 

ANGGARAN  2023. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula 

sebesar Rp1.052.182.850.597,00 (satu triliun lima puluh dua miliar seratus 

delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan 

puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp 87.651.850.940,00 (delapan puluh 

tujuh miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu 

sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi                                     

Rp 1.139.834.701.537,00 (satu triliun seratus tiga puluh sembilan miliar 



delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus satu ribu lima ratus tiga puluh 

tujuh rupiah),dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah   

 1. Semula Rp. 957.182.850.597,- 
 2. Bertambah/(berkurang) Rp.          63.090.999.793,- 
     Jumlah Pendapatan Daerah Setelah 

      Perubahan                                                     Rp          1.020.273.850.390,- 

    

b. Belanja Daerah   
 1. Semula Rp.       1.052.182.850.597,- 

 2. Bertambah/ (berkurang) Rp.           87.651.850.940,- 
 Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp.       1.139.834.701.537,- 

      
c. Pembiayaan Daerah    

 1. Penerimaan Pembiayaan   
 a) Semula  Rp.           95.000.000.000,- 

 b) Bertambah/ (berkurang) Rp.           24.560.851.147,- 

  Jumlah Penerimaan Pembiayaan   

 Setelah Perubahan 

 

Rp. 

 

         119.560.851.147,- 

 2. Pengeluaran Pembiayaan   
 a) Semula            Rp.                      - 
 b) Bertambah/(berkurang) Rp.                      - 
        Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

    Setelah Perubahan                   

 

Rp.                              

 

                     - 
      Jumlah Pembiayaan Neto Setelah    
      Perubahan Rp.         119.560.851.147,- 
    Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran   

  Setelah Perubahan   
 
Rp. 

 
                                 0,- 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 

Tanjungpinang ini  terdiri dari: 

a. Lampiran I      Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek  Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023; 

b. Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan Tahun Anggaran 2023; 

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah; 



d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 

Bantuan Sosial; 

e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; 

f. Lampiran VI Daftar Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi 

Hasil; 

g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  

h. LampiranVIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas 

Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, 

Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan 

j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program 

Prioritas Perbatasan Negara. 

 

Pasal 3 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

 

 

 

 

 



Pasal  4 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.  

 
Ditetapkan di  Tanjungpinang 
pada tanggal 13 November 2023          

  Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG, 
 

 

 

                  HASAN  

 
 

ZULHIDAYAT 

BERITA  DAERAH  KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 499             

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 November 2023        
SEKRETARIS DAERAH, 
         


